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PEMERINTAH KABUPttEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG
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KABURI「ENSIIIIBOND0
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bahwa, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan
Kantor lnltrrnrasi dan Komunikasai sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor l6 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Situbondo dan status kelembagaan Kantor Pengolahan Data Elektronik
dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik
dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;

bahrva guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai
pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat ( I ) Undang - udang Nomor 22
'l'ahun 1999 lcntang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan kewenangan bidang komunikasi dan pengolahan data
elektronik, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten
Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara ltepublik lndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
([.enrbaran Negara Republik Indonesia ]hhun 1974 Nomor 55, Tambahan
l.L:rnbaran Nogara Rcpublik lndonesia Nomor 3041) juncto Undang-
undang Nomor 43 'l-ahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Itepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara ltcpublik lndonesia Nomor 3890) ;
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun I999 tentang Perimbangan Keuangan
antara l)ornerintalr l)usal rJan l)aorah (l,crnbaran Ncgara l{epublik
Irrdonosia'lirlrun 1999 Norn<r'7),'lhlnltahan l,cmbaran Ncgara ltepublik
lndonesia Nornor 3848) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanfan
Pernerintah dan Kewcnangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

I)eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nornor 14, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262);

Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah Nomor 2l Tahun
2001 tcntang 'lbknik l)cnyusunan dan Materi Muatan Produk-produk
Ilukurn Daerah ,

Keputusan Msnteri f)alarn Negeri dan Otonorni Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

Peraturan f)aerah Kabupaten Situbondo Nomor l6 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Situbondo (Lernbaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C,
tanggal l2 Petrruari 2001 , Nomor 16lC) ;

l)eraturan Daerah Kabupaten Situhonclo Nomor 20 'lahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan 'fata Keqa Kantor Pengolahan Data Elektronik
dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Seri C,langgal l2 Pebruari 2001, Nomor 20lC).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWし生KIl」AN RAKYAT DAERAH
KAl〕【IPATEN SITIJBOND0

ルlEルlUTUSnN :

Dcnga1l mellcabut:PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOⅣ 10R 16
TAHIIN 2001 TENTANG SI)SUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN
SITUBONDO  DAN  l)I〕 RAri、 uRAN  DAERAII  KABUPATEN
SITUBONDO NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN SITUBONDO.
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Menelapkan
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
StりSUNAN ORCANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI,
KOMUNIKASI DAN  PENGOLAIIAN  DATA ELEKTRONIK
KAI〕 l∫ PA■

｀EN SITl;BONDO.

BAB I

KETENTUAN UⅣ lUⅣl

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

l. I)ernerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Ekskutif Daerah ;

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah;

4. otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan
lncngtlrtts kepentingan masyarakat seternpat menurut prakarsa sendiri
[:erdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang -
undangan,

5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
lndonesia ;

6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten situbondo ;

8. Dinas Informasi, Komonikasi dan Pengolahan Data Elektronik adalah Dinas
lnlbrmasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten
Situbondo;

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Infbrmasi Komunikasi dan Pengolahan
Data Elektronik Kabupaten Situbondo ;

10. Informasi adalah pencarian, pengolahan dan produk kegiatan yang
mempunyai nilai nyata dan memberikan pengetahuan yang berguna dan
dapat dipercaya bagi yang memerlukan ;

1 1. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran dan interaksi pesan - pesan
antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta interaksi positif ;

12. unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat upTD, adalah unsur
pelaksana operasional Dinas.

BAB II

PEⅣIBENTUKAN

Pasa1 2

Dcngan Pcraturan Dacrah ini, dibcntuk E)inas lnfollllasi, Komunikasi dan

Pcngolahan lData Elcktronik l(abupaten SitubondO.
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BAB III

KEDUDUKAN,TUGAS,DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas Infonnasi, Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik merupakan
unsur pelaksana Pernerintah Kabupaten di bidang informasi, komunikasi
dan pcngolahan data clcktronik ;

l)ittitt; lttlirtrnirst, lsornurriklrsi, rlan l'r.:rrgolulritrr l)irtir Iiluktrlnik dipitnpin
oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati rnelalui Sekretaris Daerah ;

Dinas Inlornrasi Kornunikasi dan Pcngolahan Data Elektronik dalam
melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang informasi,
konrunikasi, dan pcngolahalr data elcktronik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas
Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data Elektronik menyelenggarakan
fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang informasi, komunikasi, dan pengolahan
data elektronik ;

b. Penyusunan program di bidang inlbrmasi, komonikasi dan pengolahan data
clektronik ;

c. I)cmberian izin dan pelaksanaan pelayanan umLlm bidang informasi,
komunikasi, dan pehgolahan data elektronik ;

d. Juru []icara Rupati ;

e. Pengkoordidasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang informasi, komonikasi dan pengolahan data elektronik ;

f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas ;

I l)engelolaan urusan ketatausahaan ;

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasa1 6

(1)OrganisasilDinas lnおrmasi tcrdiri daH:

a.Kcpala pinas:

b.Bagian Ttta Usaha;

c. Bidang―bidang:
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Pasal 7

llagian 'l'ata 
. lJsaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis

administratif kepada seh.rruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
Infbrmasi, Kon\unikasi, dan Pengolahan Data Elektronik.

)

d. Sub sub llagian ;

c. Scksi-scksi ;

f. Kelompok Jabatan F'ungsional ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagran Tata Usaha, Bidang
dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ,

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Informasi, Komunikasi, dan Pengolahan
Data Elektronik, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

BAGTAN TATA USAHA

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata
Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan
administrasi di lingkungan Dinas ;

b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas ;

c. l)elaksanaan rtntsan keuangan ;
d. Pelaksanaan urusan bina prograrn ;

e. Pelaksana urusan kepegawaian ;

t. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas,
g Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

( I ) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
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Bagian Kedua

ITI DANG PEM BB RDAYAAN INFORMASI

Pasal l0

Bidang Pemberdayaan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan tugas Dinas Informasi di bidang pemberdayaan dan
peranserta masyarakat, kelompok potensi infbrmasi yang ada di masyarakat dan
ponyelenggaraan kegiatan pcnyebaran inl-ormasi melalui media cetak dan
elektronik.

Pasal I I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakksud dalam Pasal 10, Bidang
Pemberdayaan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan upaya pemberdayaan potensi informasi yang ada di
masyarakat;

h. I)cmberdayaan polensi inlbrmasi yang ada di masyarakat ;

o. l)cmarrlauan pclaksarraarr hak.iawab dan hak koreksi ;

d. l)elaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal l2

( l) l3idang Pemberdayaan Infbrmasi terdiri dari :

a. Seksi Pemberdayaan Potensi Infornasi ;

b. Seksi Peberdayaan Media Infbrmasi.

(2) Masing-rnasing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pemberdayaan Informasi dan
Komunikasi.

Bagian Ketiga

I}IDANG PENGOLAIIAN DATA ELEKTRONIK

Pasal l3

Bidang Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan tugas Dinas lntbrmasi, Komunikasi, dan Pengolahan Data
Elektronik di bidang pengumpulan dan pengelohan data serta penyajian
inlbrmasi sesuai jenjang kebutuhan informasi di bidang Pengolahan Data
Elektronik,

Pasal l4

lJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang
l'}cngelolahan [)ata Elektronik menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program pengolahan data eleklronik ;
b. Penyusunan dan pengendalian data elektronik dan situs'
c. penyimpanan data elektronik, dan pemeliharaan Ko*pute. Client ;
d. Pembinaan Pranata Komputer di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;

t
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e. Pelaksanan kegiatan ketatausahaan ;
l. Pelaporan hasi.l pelaksanaan tugas ;
g. Pelaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal l5

(1) Bidang Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Data Elektronik ;

b. Seksi Pelayanan Data Elektronik.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data
Elektronik.

j Bagian Keempat

... BIDANG I{UBUNGAN MASYARAKAT

Pasal l6

Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan tugas Dinas Informasi, Kornunikasi dan pengolahan Data
Elektronik di bidang pembinaan lJubungan Masyarakat.

Pasal 17

Unluk rnelaksanakan tuga.s sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang
I luhungan Masyarakat rncnyclcnggarakan lbngsi :

il. Perencanaan di bidang Hubungan Masyarakat ;

b. Pelaksanaan pencitraan Organisasi Pemerintah Kabupaten baik ke dalam
maupun ke luar,

c. I)endokumentasian Berita ;

d. Pelaksanaankegiatan ketatausahaan ;

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;

l. l)claksanaan tugas dinas lain yang ditrcrikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 
.18

( I ) llidang I luburrgan Masyarakat lcrdiri dari :

a. Seksi Flubungan Komunitas ;

b. Seksi Hubungan Media.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat.

llagian Keenam

KEI-OM POK JABATAN FTJNGSIONAL

Pasal l9

( I ) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalarn jenjang
jabatan firngsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya ;
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis Dinas Inlbrmasi dan Komunikasi sesuai bidang keahlian dan
kebutuhan ;

(3) Kclornpok Jabatan lrungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional
senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas

(4) Jumlah Jabatan llungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban

kerja ;

(5) Jenis Jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perunclang-undangan
yang berlaku.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang
menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Informasi dan Komunikasi
dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 2l

(l) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Informasi, Komunikasi, dan

Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

ri

(3) Kcpala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan

Kepala Seksi berkewaj iban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan

pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun
dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah

mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;

(4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan

Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan,
dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan pelaksanaan

tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.
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BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEⅣ IBERHENTIAN

DALAM JABATAN

l)asa1 22

Kcpala E)inas, Kcpala Bagian Tata Usaha,dan Kepala Bidang diangkat

dan dibcrhcntikan o!ch i3upati atas usul Sckrctaris Daerah i

Kcpala Sub Bagian,dan Kepala Seksi diangkat dan dibcrhentikan oleh

Sekretaris Daerah atas pclinnpahan kcwcnangan Bupati;

Kclompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan

Peraturan Perundang― undangan yang bcrlaku

Pasal 23

Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap;

Apabila pejabat struklural di lingkungan Dinas Informasi, Komunikasi,
dan Pengolah Data Elektronik berhalangan dalarn menjalankan tugasnya,
maka Atasan l.ansung Peiabat dimaksud dapat menunjuk salah satu
pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VH

KETENTモ IAN PEItAl」HIAN DAN PENUTIIP

Pasal 24

Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas
Intbrrnasi dan Komunikasi akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan

berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

l'usal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang, dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

I)craturan f)aerah ini dengetn mencmpatkannya dalarn Lembaran Daerah

Kabupaten Situbondo.
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PERATTJRAN DAERAII KABUI'ATEN SITUBONDO
NOMOR 17 TAHUN 2OO4

TENl}NG

STJSI-INAN ORGANISASI DAN T{TA Kf,RIA
DINAS INT.ORMASI, KOMTTNIKASI DAN PENGOT-A.TIAN DATA ET-ETRONIK

KABUPATEN SITUBONDO

II. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas di bidang infbrmasi,
dipandang perlu rneninjau kembali kelembagaan Kantor Inlormasi dan Komunisai dan
Kattttlr l)cngolahan Data lllektronik dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana
diatur dalam Peraluran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerla Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Situbondo
dan Peraturan l)aerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi dan 'Iata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dan Arsip Daerah Kabupaten
Srtubondo

Bahrva sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (l) Undang - undang
Nomor 22'fahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
'lahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Susunan
Organisasi dan lhta Kerja Dinas lnfbrmasi, Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.

III. PIiNJELASAN PASAI, DEMI PASAL

Pasal l

⌒

Pasal ini memuat pengertian istilah
dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan
timbulnya salah tafsir dalam
melaksanakan pasal-pasal yang
I)aoraluran Daerah ini.

yang dipergunakan

untuk mencegah
memahami dan

tercantum dalam

I'asal 2 sampai dengan Pasal l7 :

Pasal 18 ayat (l) huruf b

Pasal lSayat(2)

Pasal l9 ayat (l )

Cukup jelas.

Yang dinraksud dengan Komunitas adalah masyarakat
dan alau l-embaga Pemerintah atau kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan Media adalah Media Cetak dan
atau Elektronik.

Cukup jelas.

Yang dimaksud Pejabat lrungsional adalah kedudukan
yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu
serta bersifat mandiri.
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l'asal l9 ayat (2) sarnpai clcttgatt

l'asal 25 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABLIPATEN SITUBONDO NOMOR
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